BAB 111
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A

PALEMBANG

A. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah suatu tempat atau lembaga,
badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan
untuk memproses dan menyelesaikan sengketa. Pengadilan
Agama sebagai tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak
menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau
gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan
menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili
perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika
mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).!
Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan
atau penyelesaian perselisinan hukum yang dilakukan menurut
peraturan-peratuan dalam agama.?

Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-

hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili

'Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),him 7

? M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata
Peradil[an Agama, (Jakarta: Ind Hil Co, 1999),him 12
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pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat dalam
mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan
atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama, semua jenis
perkara terebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam
kedudukan hirarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap
semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya
dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama,
harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak
untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan
kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam pasal
56 yang bunyinya : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk
memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan
dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib
memeriksa dan memutusnya”.

Pengadilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi
salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau
kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama
juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua
peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena
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Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau
mengenai golongan rakyat tertentu saja (yang beragama Islam).’

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang
dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana, hanya
untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia, dan juga dalam
perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam
Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “Peradilan Agama adalah
peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Kekuasaan dan kewenangan mengadili di Pengadilan
Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
ditingkat pertama orang-orang yang beragama Islam dibidang
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadagah
berdasarkan hukum Islam. Mengenai perkara perkawinan adalah
hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan.*

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah

salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat

*Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2000),hIm 5
*Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar Offset, 2004),hIm 55
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peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata
Islam tertentu, dan hanya untuk orang-orang yang beragama
Islam.
B. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palembang

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama
Palembang adalah Penetapan Menteri Agama No.15 Tahun 1952.

1. Dari Zaman Kesultanan Palembang®

Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La
Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi
Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan
Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah
kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan Ki Mas
Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu.

Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan
Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440,
namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini
dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya. Pangeran

Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan

>Sumber data sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Palembang yang
dimulai dari zaman
kesultanan Palembang sampai perkembangan sesudah PP nomor 45
tahun 1957, yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Kelas 1 A
Palembang yang berlokasi di Jakabaring.
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Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan
identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut-sebut
juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam
beberapa kisah anak negeri lebih dikenal sebagai Sunan Cinde
Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.

Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang
dikutip oleh De Roo De La Faille, anggota Raad Van Indie
(Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah
tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan
pemerintahan Hindia Belanda, dalam tradisi kesultanan
Palembang ada dikenal tentang empat “Mancanegara”, yaitu para
pembesar negara yang mendampingi Sultan, seperti halnya
“Catur Menggala” dalam tradisi Jawa.

Pembesar pertama ialah Pepatih, bergelar Pangeran
Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di
ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ialah
Pangeran Nata Agama, kepala alim ulama yang mengadili hal-hal
sesuai dengan hukum Agama. Pembesar Kketiga, Kyahi
Tumenggung Karta, bawahan Pepatih yang melaksanakan tugas-

tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang
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serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh
Sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga
merupakan bawahan Pepatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari
yang disebut “Pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang Sultan
yang bersenjata lengkap.

Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk
mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar
dapat dibagi dua : Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang
berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan,
kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau
pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Dan kedua, dari
Kyahi Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana.
Pembagian ini diakui oleh Van Sevenhoven yang pernah
menjabat Komisaris Raad Van Indie, dan selalu dijadikan bahan
perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan Surambi
di Solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum Agama di
Cirebon. Dari sini, terlepas dari kecenderungan banyak para ahli
Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan Islam, dapat
ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari

Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di
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Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya
kesultanan Palembang itu sendiri.
2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan
dimulai ketika ditahun 1790 Belanda mengadakan perundingan
dengan Sultan Mohammad Badaruddin untuk memaksa agar
Sultan memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kontrak
dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah
Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan
Badaruddin Lemah Abang.

Ketika Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan
menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk mengsir
Belanda, pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk
menyerang dan menguasai Palembang sepenuhnya, dan dengan
demikian berakhirlah sejarah kesultanan Palembang. Walaupun
demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang
dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Namun tentu saja
bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan,
melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan

sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit
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meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, wagaf umum,
penentuan awal puasa dan hari raya, dan masih berjalannya
fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hukum
tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah
ditahun 1878.

3. Ditengah suasana revolusi kemerdekaan

Dalam suasana gejolak revolusi  kemerdekaan,
Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1
Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary.
Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah
Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal
13 Januari 1947.

Akan tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena
pecahnya clash 1l dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak
Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar'iyah yang baru
lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju
bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan
Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain
merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari

Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk
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pengadilan banding yang disebut “Rapat Tinggi” yang baru di
Palembang.

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur
Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan
Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya
Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang
predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti
dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September
1950 Nomor: A/14/9648 ; Pengadilan ini mengadakan sidang
keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali,
ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk
Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H.
Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil
menyelesaikan sebanyak 228 perkara.

Seperti halnya Mahkamah Syar'iyah Palembang,
Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang.
Pada bulan November 1951, atas perintah Kementrian Agama
melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan.
Sebagai gantinya, Kementrian Agama mengaktifkan kembali

secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari
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Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama
No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib
sebagai ketuanya. Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera
yang diaktifir kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat
lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak
Kementrian Kehakiman. Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib
mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H.
Abubakar Bastary
4. Perkembangan sesudah PP No.45 tahun 1957

Sebagai realisasi dari PP No.45 tahun 1957 tentang
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan
Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama
mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang
Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di
Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai
daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah
Pengadilan Agama Syar iyah Propinsi yang juga berkedudukan di

Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah
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hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu
masih mencakup Lampung dan Bengkulu.

Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan
dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, kecuali
Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke
dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah
Palembang.

Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua
Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji
Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi, sedang sebagai ketua
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang ditunjuk
Kemas Haji Muhammad Yunus.

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah Palembang menempati gedung di
Jalan Diponegoro No.13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada
tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur aniyah
15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu
pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar iyah

Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota
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Madya Palembang di Jalan Segaran 15 llir Palembang bersama-
sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir
Timur | dan Kodim 0418 Palembang. Tahun 1971 Ketua
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar iyah Palembang Kemas Haji
Muhammad Yunus mulai menjalani masa pension. Sebagali
pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu
menjabat sebagai Panitera Kepala.

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar
yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota
Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar iyah
Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tidak ada yang
bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan
dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan
sejarah  Pengadilan  Agama itu  sendiri.  Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar iyah Palembang kemudian sejak tanggal
21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3
Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, Yyaitu pada
gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada

tanggal 19 April 1977 menempati gedung “Milik Sendiri” yang
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juga terletak di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang,
berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas.

Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang No.1
tahun 1974 tentang Perkawinan Relatif lebih baik dari
sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak
akan lagi mengulangi nasib “berkelana” dari suatu tempat ke lain
tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau
instansi lain. Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari
tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara
bertahap dan begitu juga dengan volume perkara, meningkat dari
rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap
bulan. Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan
Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah adalah penyeragaman
sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.6 tahun 1980)
masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini
belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri.

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak

mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten
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tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu. Pada tanggal 3
November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang
diserah terimakan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul
Kahfie Bc. Hk. Pada periode 1990 s.d. 1995, ketua Pengadilan
Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami,
S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d. 1 Agustus
1998, jabatan Ketua Pengadilan Agama digantikan oleh Drs.
Ahmad Zawawi Har, S.H.

Pada tanggal 1 Agustus 1998, ketua Pengadilan Agama
Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh
Drs. Maradaman Harahap, S.H. dan berakhir pada 13 Agustus
2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan
Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua),
maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang
saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama
Palembang. Kemudian pada Februari 2004 s.d. 10 April 2007,
ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. M.
Husin Fikri Imron, S.H. Akhirnya, pada 10 April 2007
diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai ketua

Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April
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2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh
Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua
Pengadilan Agama Palembang.

Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun
Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di
pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, SH sebagai Pelaksana Tugas
Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat
sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang. dan sejak tanggal
12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami
pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan
Burniat . SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang
sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk
Linggau kelas | B. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan
dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, MH.
bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Drs. H. Burdan Burniat, SH mengakhiri masa jabatannya
sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang setelah dilantik
menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Selanjutnya kepemimopinan digantikan oleh H. Helminizami,
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SH, MH, yang sebelumnya merupakan Ketua Pengadilan Agama
Balikpapan Kelas 1 A. Setelah pelantikan oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Palembang Drs. H. A. Muchsin Asyrof, SH, MH
pada 4 Januari 2011, dilakukan serah terima jabatan. Selama
hampir 2 tahun mengemban tugas sebagai Ketua, H. Helminizami
SH MH pun dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Agama Makassar dan dilantik pada 27 Agustus 2013 oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Drs H Alimin
Patawari SH MH.

Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang pun
selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami SH MH
digantikan Dr.H. Syamsulbahri SH MH yang sebelumnya
merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.
Pergantian tersebut dilakukan setelah pelantikan dan serah terima
jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang dilaksanakan pada
28 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Palembang Drs. H. Yasmidi SH..°

®Runtuhnya kesultanan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin
Il diatas, penulis sempurnakan dengan melihat langsung artikel yang
bersumber dari,
http://wartasejarah.blogspot.co.id/2017/07/perjuangan-sultan-
mahmud-badaruddin-ii.html, diakses tanggal 6 Agustus 2019 pukul
13:53.
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C. Struktur organisasi
Berikut gambar struktur organisasi Pengadilan Agama

Kelas 1 A Palembang ;

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KLAS A
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Tugas Pokok Masing-masing Struktur Organisasi
Pengadilan Agama Palembang (Job Description).”
1. Ketua Pengadilan Agama bertugas:
Pemimpin pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama

dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan

" Tugas masing-masing struktur organisasi Pengadilan Agama Palembang
(Job Description) di atas diambil langsung dari situs hhtp://www.pa-
kraksaan.go.id/index.php/layout/tupoksi.html diakses tanggal 6 Agustus
2019 pukul 12.31
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tugas sesuai dengan Kkebijakan tugas menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
2. Wakil Ketua bertugas:

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal
merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai
Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan
melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3. Hakim bertugas:

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung
jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya
baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan
tuntas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama
menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

4. Panitera/Sekretaris bertugas:

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam
merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknik di bidang
administrasi perkara, administrasi umum dan administrasi lainnya
yang berkaitan dengan konsep rumusan kebijakan dalam

menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan
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kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program Kerja
jangka panjang dan jangka pendek.
5. Wakil Panitera bertugas:

Membantu panitera dalam melaksanakan tugas-tugas
kepentingaan dan bertanggung jawab dalam mengawasi tugas
meja 1 meja Il meja Il1l. Mengevaluasi dan melaporkan tugas
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Wakil Sekretaris bertugas:

Mewakili sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam
memimpin pelaksanaan di kesekretariatan, bertanggung jawab
sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan
yang menggerakan dan menyiapkan konsep-konsep serta
memecahkan masalah yang muncul dibidang kesekretariatan serta
bertanggang jawab kepada panitera/sekretaris.

7. Panitera Muda Hukum bertugas:

Memimpin dan mengkoodinir/menggerakan seluruh
aktivitas pada bagian hukum serta menyipkan konsep rumusan
kebijakan dalam peleksanaan mengevaluasi dan membuat

laporan/bertanggung jawab kepada wakil Panitera.
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8. Panitera Muda Gugatan bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh
aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan
kebijakan dalam melaksanakan mengevaluasi dan membuat
laporan/bertanngung jawab kepada Wakil Panitera.

9. Panitera Muda Permohonan bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh
aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep
rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan
membuat/ laporan/bertanggung jawab pada Wakil Panitera.

10. Kepala Sub Bagian Umum bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakan seluruh
aktivitas pada sub bagian umum (rumah tangga) serta menyipkan
konsep rumusan kebijakan dalam peleksanaan mengevaluasi dan
membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Sekretaris.

11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh
aktivitas pada sub bagian kepegawaian serta menyiapkan konsep
rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan

membuat laporan/bertanggu jawab kepada Wakil Sekretaris.
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12. Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh
aktivitas pada sub bagian keuangan serta menyiapkan konsep
rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan
membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Sekretaris.

13. Panitera Pengganti bertugas:

Mendampingi dan membantu majelis hakim mengikuti
sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen
sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan
berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda
hukum/meja 1l melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab
kepada panitera/sekretaris.

14. Jurusita dan Jurusita Pengganti bertugas:
Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab
kepada Panitra.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan
ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang Yyang



72

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, Infag, shadagah dan ekonomi syari'ah. Adapun
fungsi dari Pengadilan Agama adalah sebagai berikut;

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama
(vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan,
bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional
di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial,
administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat
(3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor
KMA/080/V111/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan
melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,
Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/  Jurusita
Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan
dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2)

Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap
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pelaksanaan  administrasi  umum  kesekretariatan  serta
pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/V111/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan
nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di
daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1)
Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan
administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi
umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide
: KMA Nomor KMA/080/ V111/2006).

6. Fungsi Lainnya :

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab
dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG,
MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Pelayanan  penyuluhan  hukum, pelayanan
riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-
luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi

informasi  peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan
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Ketua Mahkamah Agung RlI Nomor KMA/144/SK/V111/2007
tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang
adalah sebagai berikut;

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang
keadan masa depan yang diingikan untuk mewujudkan
tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Palembang. Visi Pengadilan Agama Palembang mengacu pada
Misi Mahkamah Agung, yaitu “Mewujudkan Pengadilan Agama

Palembang yang agung”.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan
sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai dan
mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Agama Palembang
menetapkan Misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan
Agama Palembang adalah:

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palembang
b. Memberikan pelayanan hukum vyang berkeadilan

kepada pencari keadilan



c. Meningkatkan kualitas

Agama Palembang

kepemimpinan
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Pengadilan

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan

Agama Palembang

D. Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Talak di

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Tahun 2018-

2019.8

Tabel. 1

Laporan Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Talak Tahun 2018

No Penyebab Terjadinya Perceraian Jumlah
1. | Zina 3
2. | Mabuk 2
3. | Madat 8
4. | Judi 1
5. | Meninggalkan Salah Satu Pihak 167
6. | Dihukum Penjara 15
7. | Poligami 4
8. | Kdrt 48
9. | Cacat Badan 2
10 | Perselisihan dan Pertengkaran Terus 1.073
Menerus

11. | Kawin Paksa 1
12. | Murtad 4
13. | Ekonomi 169
14. | Jumlah 1.751

Sumber : Dari Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 21 Agustus

2019

8Sumber data mengenai jumlah perkara perceraian yang telah di putuskan
oleh Pengadilan Agama Palembang yang diambil langsung dari
Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang berlokasi di Jakabaring.




Tabel. 2
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Laporan Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Talak Tahun 2019

No Penyebab Terjadinya Perceraian Jumlah
1. | Zina 5
2. | Mabuk 12
3. | Madat 24
4. | Judi 5
5. | Meninggalkan Salah Satu Pihak 201
6. | Dihukum Penjara 6
7. | Poligami 11
8. | Kdrt 57
9. | Cacat Badan 3
10 | Perselisihan dan Pertengkaran Terus 1.563
Menerus

11. | Kawin Paksa 2
12. | Murtad 3
13. | Ekonomi 206
14. | Jumlah 2.098

Sumber : Dari Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 21 Agustus

2019

Dengan melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa

perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Palembang sejauh

dua tahun terakhir ini didominasi oleh perkara perceraian (cerai

talak dan cerai gugat).’

Sumber data mengenai jumlah perkara perceraian yang telah diputuskan
oleh Pengadilan Agama Palembang, yang diambil langsung dari
Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang berlokasi di Jakabaring.




